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ABSTRACT
This study aims to measure the quality of implementation of school-based management
in Elementary School Buleleng Regency as well as knowing the obstacles faced. This research
approach uses empirical research (post facto). The study sample was 75 people. Data collection
on the evaluation of the quality of the implementation of school-based management in Elementary
School Buleleng Regency was carried out using the questionnaire method. The collected data is
then analyzed through editing, coding and tabulation, then a conclusion is drawn based on the
T-test transformation in the form of code min (-) and plus (+) which is then inserted into the
Glickman quadrant. The results showed that: (1) The quality of the implementation of school-
based management in Buleleng Regency Elementary School was seen from the context variable
with a frequency of 53.33% positive category, (2) The quality of implementing school-based
management in SD Buleleng Regency was seen from the input variable with a positive category
frequency 62.67%, (3) The quality of the implementation of school-based management in Buleleng
Regency Elementary School is seen from the process variable with a positive category frequency
70.67% (4) The quality of implementing school-based management in SD Buleleng Regency is
seen from product variables with a positive category frequency 60 %.
Keywords: Evaluation Studies, Context, Input, Process, Results, School-Based Management
I. PENDAHULUAN
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
merupakan model manajemen yang
memberikan otonomi yang lebih besar kepada
sekolah. MBS mendorong sekolah dalam
pengambilan keputusan partisipatif yang
melibatkan secara langsung semua warga
sekolah (kepala sekolah, tenaga pendidik,
tenaga kependidikan, komite, orang tua peserta
didik, dan masyarakat pendukungnya), untuk
itu meningkatkan kreativitas, inovasi, prakarsa,
motivasi, dan kerjasama dalam usaha
meningkatkan mutu tinggi sekolah tidak
terlepas dari dukungan semua pihak, terutama
semua.
Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh
pemerintah adalah reformasi di bidang
pendidikan. Untuk memberikan arah yang jelas
pemerintah telah menetapkan visi dan misi
pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional
adalah terwujudnya sistem pendidikan nasional
sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa
untuk memberdayakan semua warga Negara
Indonesia agar menjadi manusia yang
berkualitas sehingga mampu dan proaktif
dalam menjawab tantangan zaman yang selalu
berubah. Sedangkan misi pendidikan nasional
adalah sebagai berikut : (1) meningkatkan mutu
pendidikan sehingga memiliki daya saing di
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tingkat nasional, regional, dan internasional, (2)
meningkatkan relevansi pendidikan dengan
kebutuhan masyarakat dan tantangan global, (3)
membantu dan memfasilitasi pengembangan
potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini
sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan
belajar, dan (4) meningkatkan keprofesionalan
dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai
pusat pembudayaan ilmu pengetahuan,
ketrampilan, pengalaman, sikap dan nilai
berdasarkan standar yang bersifat nasional dan
global.
Dalam perjalanannya Sekolah Dasar
Kabupaten Buleleng, terus berusaha untuk
memberikan layanan pendidikan yang terbaik.
Sejak digulirkannya pengelolaan sekolah
dengan sistem Manajemen Berbasis Sekolah.
Sekolah Dasar mengemban visi dan misi yang
telah dituangkan dalam kurikulum dan dipajang
di beberapa tempat di masing-masing sekolah
seperti di tembok, di ruang tenaga pendidik,
dan di ruang kepala sekolah. Sayangnya visi
dan misi sekolah tersebut sepengetahuan
penulis belum pernah disosialisasikan kepada
warga sekolah secara global maupun terinci.
Berdasarkan observasi awal dikenali
bahwa implementasi MBS di Sekolah Dasar
Kabupaten Buleleng, sejak tahun 2005 sudah
menerapkan MBS. Karakteristik MBS yang
dicanangkan oleh pemerintah, sejalan dengan
program yang dicanangkan oleh Sekolah Dasar
Gugus Inti. Sayangnya Visi, Misi, Sasaran
Sekolah, dan Tujuan Sekolah dari tahun 2005
sampai dengan sekarang (saat penulis
melakukan penelitian) belum pernah dievaluasi
alias masih itu-itu saja. Sehingga kenyataannya
adalah prestasi-prestasi sekolah yang
diharapkan seperti yang dituangkan dalam misi
sekolah, tujuan sekolah, dan sasaran sekolah
belum sesuai dengan harapan. Sangat sedikit
prestasi akademis yang dicapai dibandingkan
dengan grand design yang dituangkan secara
jelas melalui visi dan misi masing-masing
sekolah. Beberapa fakta yang jauh berbeda dari
apa yang menjadi harapan dan tujuan sekolah
adalah prestasi dalam lomba-lomba bergengsi
seperti lomba “Siswa Berprestasi” dan lomba
“Olimpiade MIPA”. Perolehan nilai  dari
Sekolah Dasar Gugus Inti masih ada yang
dibawah beberapa Sekolah Dasar Gugus Imbas.
Kenyataan ini menujukkan bahwa prestasi
akademik Sekolah Dasar Kabupaten Buleleng
tidak jauh berbeda dengan Sekolah Dasar
Imbas.
Prestasi pada bidang non akademis pun
masih jauh dari harapan. Jangankan di tingkat
provinsi, di tingkat kabupaten dan bahkan pada
tingkat kecamatan hasil yang diharapkan masih
jauh dari target. Pada beberapa kegiatan lomba,
dikalahkan oleh sekolah imbas di wilayah
gugusnya. Contoh paling anyar lomba gerak
jalan tingkat SD Kecamatan dalam rangka
menyambut HUT Kemerdekaan RI tahun 2013,
yang memperoleh juara pertama justru SD
Imbas dari Gugus VI. Hal yang sama terjadi
pula pada lomba Porsenijar tahun 2013
sebagian besar juara pertama diraih oleh SD
Imbas.
Dalam mengimplementasikan program
yang tertuang dalam visi dan misi sekolah tidak
dapat berjalan dengan baik karena belum
pernah disosialisasikan kepada tenaga pendidik
dan tenaga kependidikan, sehingga tidak sedikit
kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh
tenaga yang membidangi sesuai dengan
kualifikasi pendidikannya. Kepala sekolah
belum pernah mensosialisasikan bahwa
Sekolah Dasar Gugus Inti menyelenggarakan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dilihat
dari proses penyelenggaraan pendidikan di
Sekolah Dasar Gugus Inti nampaknya
implementasi MBS belum berjalan sesuai
dengan roh dari MBS itu sendiri adalah
menyelenggarakan pendidikan yang baik dan
produktif, mempertahankan hasil-hasil yang
sudah dapat dicapai dan perlu secara terus
menerus ditingkatkan dan mencarikan solusi
terhadap yang belum tercapai sesuai dengan
yang diharapkan.
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Bertitik tolak dari latar belakang tersebut
di atas, dan didorong oleh suatu keinginan yang
kuat dari peneliti untuk mengetahui keakuratan
pelaksanaan MBS di Sekolah Dasar se-
Kecamatan Abang, dan seberapa besar
peningkatan mutu yang terjadi, maka penelitian
ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah
Managemen Berbasis Sekolah (MBS) sudah
dapat dilaksanakan secara baik khususnya di
sekolah-sekolah dasar Gugus Inti . Untuk
mengetahui keakuratan dan ketidakakuratan
pelaksanaan MBS di Sekolah dasar Gugus Inti
pada komponen-komponen MBS seperti
komponen context, input, process dan product,
maka perlu dilakukan penelitian.
II. PEMBAHASAN
2.1 Kualitas  Variabel Konteks dalam
Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah
di SD Kabupaten Buleleng
Berdasarkan hasil analisis data penelitian,
ditemukan bahwa kualitas variabel konteks
terhadap pelaksanaan manajemen berbasis
sekolah di SD Kabupaten Buleleng adalah
sangat baik dengan frekuensi positif 53,33%.
Baiknya variabel konteks dapat diuraikan
bahwa telah tercapainya empat dimensi variabel
konteks yaitu: 1) ketersediaan landasan hukum
kebijakan, 2) visi dan misi, 3) tujuan dan
sasaran manajemen berbasis sekolah, dan 4)
komitmen kepala sekolah.
Kepala sekolah dalam setiap kesempatan
selalu mensosialisasikan landasan hukum
kebijakan yang dipergunakan dalam
mengimplementasikan manajemen berbasis
sekolah, sehingga jelas peran setiap komponen
yang terlibat dalam implementasi kebijakan
tersebut. Landasan hukum kebijakan tersebut
antara lain : (1) undang-undang RI Nomor 20
tahun 2003, (2) peraturan pemerintah nomor
19 tahun 2005, (3) peraturan menteri
pendidikan nasional RI nomor 41 tahun 2007,
(5) hasil rapat dewan guru dan pegawai.
Kepala sekolah selalu mensosialisasikan
visi dan misi sekolah, mengidentifikasi,
mengklarifikasi dan mengkomunikasikan nilai-
nilai utama yang terkandung dalam visi sekolah
kepada seluruh warga sekolah, agar dapat
diyakini bersama dan diwujudkan dalam segala
aktivitas keseharian di sekolah sehingga pada
gilirannya dapat membentuk sebuah budaya
sekolah.
Dalam menyusun manajemen berbasis
sekolah, kepala sekolah selalu mengacu pada
tujuan dan sasaran yang tepat. Tujuan
manajemen berbasis sekolah adalah
meningkatkan kualitas pembelajaran yang
berdampak pada peningkatan kualitas hasil
belajar peserta didik melalui kegiatan
mengembangkan kemampuan profesionalisme
guru, memonitor proses pembelajaran, dan
mendorong guru mengembangkan
kemampuannya sendiri. Sedangkan sasaran
manajemen berbasis sekolah meliputi
perbaikan proses pembelajaran (merencanakan,
melaksanakan, menilai), dan pengembangan
profesi.
Kepala sekolah selalu menyediakan
waktu dan energi dalam melaksanakan tugas
supervisi. Seorang kepala sekolah yang
memiliki komitmen tinggi akan memiliki
kepedulian terhadap tugas, kebutuhan siswa,
kebutuhan guru, atau atasan langsung.
2.2 Kualitas Variabel Masukan dalam
Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah
di SD Kabupaten Buleleng
Berdasarkan hasil analisis data
penelitian, ditemukan bahwa kualitas variabel
masukan terhadap pelaksanaan manajemen
berbasis sekolah di SD Kabupaten Buleleng
dalah baik dengan frekuensi positif 62,67%.
Baiknya variabel masukan dapat diuraikan
bahwa telah tercapainya empat dimensi variabel
masukan yaitu: 1) kualifikasi kepala sekolah,
2) kompetensi supervisi kepala sekolah, 3)
program supervisi, dan 4) sarana prasarana.
Manajemen Berbasis Sekolah secara
umum dapat diartikan sebagai model
manajemen yang memberikan otonomi yang
STUDI EVALUATIF TENTANG KUALITAS PELAKSANAAN....(I Made Ariasa Giri, 11-18)
14
p-ISSN : 2549-7928
e-ISSN : 2621-1017PURWADITA VOLUME 3, No.1, MARET 2019
lebih besar kepada sekolah dan mendorong
pengambilan keputusan partisipatif yang
melibatkan secara langsung semua komponen,
seperti: kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga
kependidikan, peserta didik, dan orang tua
peserta didik/komite sekolah/masyarakat.
Dengan otonomi yang lebih luas, maka sekolah
memiliki kewenangan yang lebih besar dalam
mengelola sekolahnya sesuai dengan potensi
yang dimilikinya, sehingga sekolah akan
menjadi lebih mandiri yang mengandung
makna swakarsa, swakarya, swadana,
swakelola, dan swasembada. (Direktorat
Pembinaan Sekolah Dasar, 2013).
Dengan kemandirian yang ada sekolah
akan lebih berdaya dalam mengembangkan
program-progamnya yang tentu saja lebih
sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang
dimilikinya. Demikian juga dalam pengambilan
keputusan yang partisipatif, yaitu pelibatan
warga sekolah secara langsung dalam
pengambilan keputusan, maka rasa memiliki
warga sekolah akan meningkat (Depdiknas,
2001).
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
merupakan bentuk alternatif sekolah dalam
progam desentralisasi bidang pendidikan,
partisipasi masyarakat yang tinggi dan dalam
kebijakan pendidikan nasional. Otonomi yang
diberikan adalah agar lebih leluasa pengelola
semua sumberdaya dengan mengalokasikan
sesuai dengan prioritas kebutuhan agar sekolah
lebih tanggap dengan kebutuhan setempat.
Masyarakat juga dituntut partisipasinya agar
lebih memahami pendidikan, membantu serta
mengontrol pengelola pendidikan. Sedangkan
kebijakan nasional yang menjadi prioritas
pemerintah harus pula dilakukan oleh sekolah.
Dalam MBS sekolah dituntut memiliki
“accountability” baik kepada masyarakat
maupun kepada pemerintah. MBS menawarkan
kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan
yang lebih baik dan lebih memadai bagi siswa,
juga meningkatkan para staf.
2.3 Kualitas Variabel Proses dalam
Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah
Di SD Kabupaten Buleleng
Berdasarkan hasil analisis data penelitian,
ditemukan bahwa kualitas variabel proses
terhadap pelaksanaan manajemen berbasis
sekolah di SD Kabupaten Buleleng adalah baik
dengan frekuensi positif  70,67%. Baiknya
variabel proses dapat diuraikan bahwa telah
tercapainya tiga dimensi implementasi program
supervisi yaitu: 1) pemantauan/monitoring
terhadap guru dalam proses pembelajaran, baik
dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun
penilaian hasil pembelajaran, 2) pembinaan
terhadap guru dalam proses pembelajaran, baik
dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun
penilaian hasil pembelajaran, dan 3) penilaian
kinerja guru, baik dalam perencanaan,
pelaksanaan, maupun penilaian hasil
pembelajaran.
Namun demikian, beberapa responden
yang memilih kategori negatif disebabkan
karena beberapa hal: 1) kepala sekolah jarang
melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
proses pembelajaran di kelas maupun kegiatan
pembelajaran di luar kelas, 2) kepala sekolah
jarang memantau dan mengetahui agenda kerja
guru pada setiap akhir kegiatan pembelajaran,
3) minimnya kegiatan kepala sekolah dalam
membimbing guru, baik dalam penyusunan
program semesteran, analisis SKL, analisis
penetapan KKM, maupun dalam penyusunan
RPP, 4) kepala sekolah jarang melakukan
kegiatan pembinaan kemampuan guru dalam
pembelajaran dengan memberikan contoh
mengajar, pelatihan, maupun konsultasi, 5)
kepala sekolah jarang melaksanakan kegiatan
kunjungan kelas untuk memperbaiki cara
mengajar guru, 6) kepala sekolah jarang
menugaskan guru untuk melakukan penilaian
diri sendiri/evaluasi diri, sehingga diperoleh
informasi secara objektif tentang perannya di
kelas, 7) kepala sekolah jarang melakukan
kegiatan penilaian terhadap kinerja guru, baik
dalam perencanaan proses pembelajaran,
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pelaksanaan proses pembelajaran, maupun
dalam penilaian hasil pembelajaran, dan 8)
kepala sekolah jarang melaporkan hasil
pengawasan proses pembelajaran kepada
pemangku kepentingan (dewan guru, maupun
pengawas sekolah).
2.4 Kualitas Variabel Hasil/Produk dalam
Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah
di SD Kabupaten Buleleng
Berdasarkan hasil analisis data penelitian,
ditemukan bahwa kualitas komponen hasil/
produk terhadap pelaksanaan manajemen
berbasis sekolah di SD Kabupaten Buleleng
dilihat dari hasil analisis kriteria ideal teoretik
berada pada kategori sangat baik. Sedangkan
dari analisis skor-T menunjukkan hasil positif.
Karena ada perbedaan kategori oleh kriteria di
atas, yaitu perbedaan yang disebabkan oleh
standar yang digunakan pada kriteria ideal
teoretik didasarkan mean ideal dan standar
deviasi ideal, sedangkan skor-T merupakan
angka yang menunjukkan perbandingan
perbedaan skor responden dari mean dan
standar deviasinya. Dengan demikian secara
kuantitatif kualitas variabel hasil/produk
terhadap pelaksanaan manajemen berbasis
sekolah di SD Kabupaten Buleleng adalah
sangat baik dengan frekuensi positif 60%
Semua guru wajib untuk melaporkan
hasil penilaian akhlak mulia kepada guru
pendidikan agama dan hasil penilaian
kepribadian kepada guru PKn sebagai
informasi untuk menentukan nilai akhir
semester, namun tugas ini sangat jarang
dilakukan oleh guru. Umumnya yang membuat
nilai akhlak mulia dan kepribadian adalah wali
kelas dan atau guru BK masing-masing. Jika
saja semua guru memberikan penilaian ahklak
mulia dan kepribadian kepada semua peserta
didiknya dengan aspek dan indikator penilaian
yang telah disepakati bersama, maka hasil
penilaian tersebut sangat objektif dan dapat
dipertangggungjawabkan oleh semua pendidik.
Secara keseluruhan, kualitas pelaksanaan
manajemen berbasis sekolah di SD Kabupaten
Buleleng ditinjau dari komponen konteks,
masukan, proses, dan hasil adalahsangat  baik.
Temuan ini mendukung hasil penelitian Sumara
(2009), bahwa pelaksanaan program
kepengawasan akademik rumpun mata
pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri di
Kecamatan Busungbiu dilihat dari konteks,
masukan, proses, dan hasil adalah sangat baik.
Begitu pula temuan penelitian Penelitian yang
dilakukan oleh I Nyoman Diarsa tahun 2008
dengan judul : “Studi Evaluatif Pengelolaan
Pembelajaran Matematika pada SMA Negeri
1 Kubu di Kabupaten Karangasem”. Menurut
Diarsa pengelolaan pembelajaran matematika
ditentukan oleh faktor latar (context), masukan
(input), proses (process), dan produk (product).
Evaluasi masukan (input) meliputi: kualitas
guru pengajar matematika, kurikulum, dan
kemampuan guru dalam pembelajaran
matematika. Evaluasi proses (process)
meliputi: rencana pembelajaran matematika,
persiapan guru, pelaksanaan pembelajaran
matematika, keterampilan melaksanakan
hubungan pribadi, evaluasi hasil belajar dan
penghargaan. Sedangkan evaluasi produk
(product) yaitu hasil nyata dari pelaksanaan
pembelajaran matematika yang meliputi:
ketercapaian standar nilai pembelajaran
matematika siswa yang diperoleh dari nilai
ujian nasional, ujian sekolah, nilai pemantapan
ujian nasional, nilai ulangan umum dan sikap
siswa. Metode yang digunakan adalah angket,
observasi, dan dokumentasi.
2.5 Kendala-kendala dalam Pelaksanaan
Manajemen Berbasis Sekolah di SD
Kabupaten Buleleng dan Alternatif
Pemecahan Masalahnya
Kendala-kendala merupakan hal-hal yang
bernilai negatif pada setiap komponen baik
konteks, masukan, proses, maupun hasil.
Setelah dilakukan evaluasi program maka
ditemukan indikator-indikator yang bernilai
negatif antara lain:
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a. Pada variabel konteks, yaitu kemampuan
kepala sekolah dalam menerapkan berbagai
teknik supervisi. Beberapa kepala sekolah
yang mengalami hambatan ini dikarenakan
baru setahun mendapat tugas tambahan
sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah
dalam melakukan pembinaan kepada guru,
hendaknya menguasai permasalahan yang
dihadapi guru. Tidak semua guru mengalami
permasalahan yang sama dalam proses
pembelajaran. Tidak semua guru
memerlukan bantuan yang sama. Beberapa
guru masih asing dengan paradigma
pembelajaran, sehingga selalu bertahan
dengan cara konvensional, dengan metode
ceramah, Tanya jawab dan penugasan.
Dengan adanya kewajiban mengajar 24 jam
tatap muka dan tuntutan bukti fisik
administrasi sebagai dokumen proses
pembelajaran mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, penilaian, maupun pelaporan,
maka beban guru semakin berat. Guru belum
terbiasa mendokumentasikan setiap
kegiatannya.
Banyak kegiatan yang wajib dilakukan dan
merupakan hambatan bagi guru antara lain:
dalam menganalisis penetapan KKM, dalam
menyusun silabus berdasarkan hasil
pemetaan SK/KD, dalam menyusun RPP
inovatif, yang dilengkapi dengan LKS,
tugas-tugas dan instrumen penilaiannya,
dalam menyusun rancangan penilaian
berupa kisi-kisi, butir soal dalam bentuk
kartu soal yang dilengkapi telaah soal, dalam
pelaksanaan pembelajaran guru jarang
membawa perangkat administrasi
pembelajaran seperti program semester,
silabus, dan RPP, dalam menggunakan
pendekatan/strategi yang bervariasi selama
melaksanakan kegiatan pembelajaran,
dalam melaksanakan program remedial
melalui perbaikan pembelajaran kepada
peserta didik yang belum menguasai
kompetensi yang harus dicapai, kemudian
diakhiri dengan kegiatan penilaian/evaluasi,
dalam melaksanakan program pengayaan
kepada peserta didik yang telah menguasai
kompetensi yang ditentukan lebih cepat dari
alokasi waktu yang ditetapkan, berupa
penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri
tak terstruktur, dan dalam melaporkan hasil
penilaian akhlak mulia kepada guru
pendidikan agama dan hasil penilaian
kepribadian kepada guru PKn sebagai
informasi untuk menentukan nilai akhir
semester. Oleh karena itu, kepala sekolah
harus betul-betul memahami permasalahan
guru, sehingga dapat melakukan pembinaan
dengan menerapkan teknik supervisi sesuai
dengan pendekatan yang dipilih. Ada tiga
pendekatan dalam kegiatan supervisi, yaitu:
pendekatan direktif, nondirektif, dan
kolaboratif.
Adapun alternatif pemecahan masalah
terkait dengan tenik supervisi dapat
dilakukan melalui kegiatan kepala sekolah
dalam bentuk diklat, atau workshop maupun
kegiatan pendampingan oleh pengawas
sekolah.
b. Pada variabel masukan, yaitu ketersediaan
waktu kepala sekolah dalam melakukan
pemantauan/monitoring proses
pembelajaran maupun dalam melakukan
observasi kelas. Apakah pelaksanaan
pembelajaran sesuai dengan perencanaan
seperti yang tertuang dalam RPP?, apakah
penerapan strategi pembelajaran sesuai
dengan kemampuan siswa?, dan
bagaimanakah situasi kelas saat proses
pembelajaran itu berlangsung?. Oleh karena
itu, perlu dilakukan pemantauan dan
observasi untuk mengetahui keterlaksanaan
proses pembelajaran, dan untuk memperoleh
data seobjektif mungkin mengenai aspek-
aspek dalam situasi belajar mengajar, serta
dapat mengetahui kesulitan-kesulitan yang
dihadapi oleh guru dalam usaha
memperbaiki proses belajar mengajar.
Namun yang terjadi kebanyakan kepala
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sekolah kesulitan mengatur waktunya,
apalagi karena tuntutan sertifikasi bahwa
kepala sekolah selain melakukan tugas
manajerial juga wajib mengajar selama 6
jam pelajaran dengan menyiapkan segala
perangkat pembelajarannya.
Alternatif pemecahan masalah dapat
dilakukan dengan memberikan kepercayan
kepada wakil kepala sekolah maupun guru-
guru senior melalui perencanaan yang
matang. Program supervisi hendaknya betul-
betul menyentuh kebutuhan/permasalahan
guru. Dengan demikian maka keterbatasan
waktu tidak menjadi hambatan dalam
pelaksanaan supervisi.
c. Pada variabel proses, kemampuan kepala
sekolah melakukan pembinaan terhadap
kemampuan guru dalam kegiatan
pembelajaran dengan memberikan contoh
mengajar, pelatihan, dan konsultasi. Perlu
diketahui, bahwa guru sangat membutuhkan
pembinaan untuk dapat memperbaiki
kekeliruan dan memperoleh pemahaman
serta gambaran yang jelas mengenai
kegiatan proses pembelajaran yang sesuai
dengan kondisi peserta didik. Guru ingin
mendapatkan penegasan/konfirmasi dari
kepala sekolah, pengawas sekolah atau dari
guru senior mengenai pendekatan, teknik,
strategi dan sintak-sintak dalam kegiatan
pembelajaran.
Alternatif pemecahan masalah dapat
dilakukan dengan cara kepala sekolah
bergandengan tangan dengan pengawas
sekolah untuk menumbuhkan motivasi kerja
guru. Kegiatan monitoring, pembinaan, dan
penilaian dapat dilakukan secara kontinu
dan berkelanjutan sehingga guru termotivasi
untuk selalu meningkatkan kualitas
pembelajarannya.
d. Pada variabel hasil, kemampuan kepala
sekolah dalam menindaklanjuti hasil
supervisi. Setelah dilakukan penilaian kerja
guru, tentu guru ingin mengetahui hasilnya.
Hal mana yang perlu diperbaiki, perlu
ditingkatkan maupun dipertahankan.
Apakah kepala sekolah tidak adil dalam
memberikan penilaian? Sehingga merasa
kesulitan untuk menyampaikan hasilnya.
Oleh karenanya kepala sekolah sangat perlu
menyampaikan hasil supervisinya serta
melakukan tindak lanjut guna perbaikan
proses pembelajaran.
Alternatif pemecahan masalah dapat
dilakukan dengan memberikan penguatan dan
penghargaan bagi guru-guru yang telah
memenuhi standar kinerja, sebaliknya
memberikan teguran yang mendidik maupun
memberikan kesempatan untuk mengikuti
diklat workshop atau kegiatan MGMP di
sekolah bagi guru-guru yang belum memnuhi
standar kinerja.
III. PENUTUP
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)
Kualitas pelaksanaan manajemen berbasis
sekolah di SD Kabupaten Buleleng ditinjau dari
komponen konteks (context) termasuk dalam
kategori sangat baik dengan frekuensi positif
53,33%. (2) Kualitas pelaksanaan manajemen
berbasis sekolah di SD Kabupaten Buleleng
ditinjau dari komponen konteks (input)
termasuk dalam kategori sangat baik dengan
frekuensi positif 62,67%. (3) Kualitas
pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SD
Kabupaten Buleleng ditinjau dari komponen
konteks (process) termasuk dalam kategori
sangat baik dengan frekuensi positif 70,67%.
(4) Kualitas pelaksanaan manajemen berbasis
sekolah di SD Kabupaten Buleleng ditinjau dari
komponen konteks (product) termasuk dalam
kategori baik dengan frekuensi positif 60%. (5)
Kualitas pelaksanaan manajemen berbasis
sekolah di SD Kabupaten Buleleng ditinjau dari
komponen konteks, masukan/input, proses, dan
hasil/produk adalah sangat baik. (6) Kendala-
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
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manajemen berbasis sekolah di SD Kabupaten
Buleleng adalah terkait dengan kemampuan
kepala sekolah dalam menerapkan berbagai
teknik keterbatasan waktu kepala sekolah.
.
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